BAB III
Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah yang tersaji, hasil
penelitian ini menyajikan gambaran rinci tentang logistik dan pengadaan
terkait proses pemilu yang akan datang di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.
Penelitian ini dimulai dengan menguraikan kebutuhan spesifik untuk
berbagai kebutuhan logistik dan bahan lain yang diperlukan untuk pemilu,
mencerminkan tingkat persiapan yang dibutuhkan untuk memastikan proses
pemungutan dan penghitungan suara supaya berjalan lancar. Berdasarkan
rumusan masalah yang disajikan dalam BAB 1 maka kesimpulan yang dapat
disajikan ialah.

1. Pelaksanaan e-purchasing dalam pengadaan logistik Pemilu 2024 di
KPU Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan upaya untuk
menerapkan prinsip efisiensi, meskipun belum sepenuhnya optimal.
Berdasarkan data yang tersedia, efisiensi biaya tercapai pada beberapa
item logistik, seperti kotak suara yang mencapai efisiensi 58,94%
dengan penghematan sebesar Rp22,9 miliar, tinta dengan efisiensi
45,15% (penghematan Rp1,9 miliar), dan bilik pemungutan suara yang
mencapai efisiensi 36,80% (penghematan Rp4,2 miliar). Namun,
terdapat juga ketidakefisienan pada item tertentu, seperti segel yang
mengalami pemborosan sebesar 8,76% atau kerugian sekitar Rp349

juta. Selain itu, efisiensi waktu belum sepenuhnya tercapai karena
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terdapat keterlambatan dalam distribusi logistik, seperti yang terlihat
dalam Tabel 3. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip efisiensi
telah diterapkan pada aspek biaya untuk sebagian besar logistik, masih
diperlukan perbaikan dalam hal waktu dan konsistensi untuk mencapai
hasil yang lebih optimal.

. Kendala utama dalam pelaksanaan e-purchasing di KPU Provinsi Jawa
Tengah meliputi keterlambatan distribusi logistik ke daerah, yang
disebabkan oleh koordinasi yang kurang optimal dengan penyedia.
Selain itu, ketidaktepatan perencanaan pada item tertentu, seperti segel,
menyebabkan pemborosan anggaran. Sistem SILOG, meskipun telah
digunakan untuk memantau proses pengadaan, masih memiliki
keterbatasan dalam memberikan informasi real-time tentang progress
pengadaan. Ketergantungan pada metode konsolidasi nasional juga
menjadi tantangan, karena kesalahan dalam pemilihan penyedia dapat
berdampak pada ketidakefisienan secara keseluruhan. Kendala-kendala
ini menunjukkan bahwa meskipun e-purchasing telah diterapkan,
masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal koordinasi, perencanaan,
dan penggunaan teknologi.

. Solusi dari kendala tersebut, beberapa solusi dapat diimplementasikan.
Pertama, perbaikan koordinasi dengan penyedia melalui sistem kontrak
yang lebih ketat dan pemberian sanksi untuk keterlambatan dapat
membantu meminimalkan risiko keterlambatan distribusi. Kedua,

evaluasi kebutuhan logistik secara detail sebelum pengadaan, terutama
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untuk item yang berisiko boros seperti segel, dapat mencegah
pemborosan anggaran. Ketiga, peningkatan kapasitas sistem SILOG
dengan integrasi fitur real-time tracking dan pelaporan otomatis akan
memudahkan monitoring dan supervisi, sehingga keterlambatan dapat
diidentifikasi dan ditangani lebih cepat. Keempat, pelatihan intensif
bagi staf pengadaan terkait penggunaan e-purchasing dan analisis HPS
(Harga Perkiraan Sendiri) dapat meningkatkan akurasi perencanaan dan
menghindari kesalahan. Terakhir, optimalisasi metode non-konsolidasi
untuk item tertentu dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan
memastikan bahwa pengadaan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Pelaksanaan e-purchasing di KPU Provinsi Jawa Tengah telah
menunjukkan kemajuan dalam mencapai efisiensi biaya, tetapi masih perlu
penyempurnaan dalam aspek waktu, konsistensi, dan teknologi pendukung.
Dengan menerapkan solusi-solusi yang tepat, prinsip efisiensi dapat
dioptimalkan untuk Pemilu 2024 dan seterusnya, sehingga proses

pengadaan logistik dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

B. Saran

1. Mengoptimalkan perencanaan pengadaan barang/jasa logistik
kepemiluan di pemilu-pemilu yang berikutnya supaya pelaksanaan
dapat berjalan lebih lancar dan dapat mengantisipasi pengadaan yang
terburu-buru. Oleh karena itu idealnnya dalam satu tahun terdapat dua
pemilu saja supaya tahapan dan perencanaan pengadaan dapat berjalan

dengan sistematis, tidak seperti tahun 2024 yang terdapat dua kali
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pemilu,yaitu Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah 2024.
KPU Provinsi Jawa Tengah harus terus memiliki upaya mitigasi dalam
upaya pencegahan kesalahan dalam perencanaan logistik pemilu.

. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga penting
dengan memberikan pelatihan intensif terkait teknologi dan manajemen
logistik modern kepada staf KPU. Pengamanan sistem melalui firewall,
enkripsi, dan backup data berkala harus diterapkan untuk mencegah
gangguan teknis dan siber. Selain itu, perlu dibentuk tim pengawas
khusus untuk memonitor kinerja server dan SILOG secara real-time,
serta melakukan evaluasi rutin untuk perbaikan berkelanjutan.
Kerjasama dengan konsultan teknologi dan penyedia logistik
profesional dapat mendukung implementasi solusi teknis yang lebih
efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan kendala teknis dapat teratasi
dan sistem pengawasan logistik menjadi lebih sistematis dan efisien.

. Terkait pengadaan, proses seleksi penyedia barang dan jasa harus
diperketat untuk memastikan kualitas dan kehandalan mereka. Hal ini
dapat dilakukan dengan menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja
masa lalu (track record) serta melakukan verifikasi administrasi dan
teknis secara mendalam. Penyedia harus memenuhi standar tertentu,
termasuk kemampuan teknis, kapasitas operasional, dan komitmen
terhadap waktu pengiriman. Transparansi dalam proses seleksi juga
perlu dijaga dengan melibatkan tim evaluasi independen dan

menggunakan platform digital untuk meningkatkan akuntabilitas.
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Dengan langkah ini, KPU dapat memastikan bahwa penyedia yang
dipilih mampu memenuhi kebutuhan pengadaan secara optimal,
sehingga risiko keterlambatan atau kegagalan pengiriman logistik dapat

diminimalkan.
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